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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

BUKOTA JAKARTA
NOMOR 130 TAHUN 201y

TENT ANG

ALOKAS] PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAL)

TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAN KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menieri
Keuangan Nomor G6/PMK. 0712010 tentang Alokasi Sementara Dana
Bagi Hasil Temhakaw Tahun Anggaran 2010, telah  ddetapkan
pembagan  alokas:  sementara Dana Bagi Hasd Cukai  Hasi
Tembakau (DBH CHT) Tahun Anggaran 2010 per Prowinai dan
Kabupaten/Kola,

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana _dimaksud pada
hordl a dan untuk pelaksanaannya o Provinsi - Daerah Khusgs
lhukota  Jakarta, perly menetapkan  Poraturan Gubernue lentang

Peng gunaan  Alokasi Penenmaan  Dana Bag Hasdl Cukai  Hasit
Ternbakau Tahun 2010

iUndang-tindany Nomar 1 Tahun 1905 lentang Cukal sebagairmana
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lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor %8 Tahun 2007

Undang-Undang Momor 10 Tahun
Peraturan Perundang-undangan;

D04 tentang  Pembentukan

Undang Undang Nemor 3 Tahun 2304 tentang Pemenniahan
Daerah secbigamana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Kevangan antara Pemeninlah Pusat dan Pemerintahan Dasrah:

Peraluran Poemennlah Nomor & Tahun %8s tentang  Koordinas
Kegiatan Instansi vertikal di Dacrah:

Peraturan  Pemeninlsh Nomer 55 Fahun
F ermbangan;

2005 fenlang Dana



Menetapkan

10.

1hhe

L2,

12

14,

15.

. Perawran Pemerntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Dacrah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tshun 2007 tentany Pembagian
Urusan Pemaintazhan antara Pemennlal, Pemerntahan Dacroh
Provinsi dan Pemerntahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraluran Menten Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 lenlang
Pedoman Pengelolam Keuangan Dacrah sebagaimana telah diskah
dengan Meraturan Menten Dafam Negen Nomaor %9 Tahun 2007

Peratiian Menlenn  Keuangan Nomor  84/PMK.07/2008 lentancg
Pengounaan Dana Bag Hasil Cukazi Hasil Tembakau dan Sanksi
atas Fonyalahgunaan  Alkasi Doma Bagl Hasil Cukar Hasil
Tembakau sebagaimana telash diubab dengan Peralwtan  Merten
Keuangan Nomaor 20/P0K 0772009

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK 07/2009 ientang Dana
Pembagan Dana Bagi Hasil Cukal Hasil Tembakau kepada Provinsi
Penghasil Cukal danfatau Provinsi Penghasil Tembakau:

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Fengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 ‘entang Organisasi
Perangkat Bacrah:

Peraturan Gubermur Nomeor 130 Tahun 2008 tentang Tala Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Daerah Khusus ttokota Jakarta sebagaimanz telah diubah dengan
Peraturan Gubemur Nomor 174 Tahun 2006:

Peraluran Gubernur Nomor 20 Tahen 2009 tentang Orgamisasi den
Tata Kena Badan Pengelola Keuangan Daerah:

MEMUTUSKAN -

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN  ALOKASI
PENERIMAAN DANA BAG/ HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2610,

BAB |
KETENTUAN URUM

Pasal 1

Dalam Peraweran Gubemur i yang dimaksud dengan ¢

1.

Menterr Dalam  Negeri adalah  Menteri Dalam  Megen Republik

Indonesia,
2. Menter Keuangan adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusos bbukota Jakada,

4 Gubemur adalah Kepala Daerah Kbusus |bukota dakarta
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(3)
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Pemerintsh Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Dacrah sebagai
unsur penyelengeara Pemenntahan Dacrah

kabupalendKota adalab Kiibupaten'Kota Administrasi d Provinsi Taerah
Khusus lbokota Jakarta,

. Bupatit//ahkota adalah BupatiWWalikntza o Provinst Daerah Khusus

ikota Sakarka

Kabupaten/Kola Penghasi alabih Kabupaten/Kola Penghasi Tembakau
dan Penghasi Cukai,

. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut

Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Prowingi Daerah Khusus lbukota Jakarta .

Cukai adalah Pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-
barang tedenty yang mempunyai sifat atau  karakteristk vang
ditefapkan dalarm Undang- Undang.

Cukai Hasil Tembakau adalah Cukal yang dikenakan terhadap hasil
termbakzu, yang melpuli sigaret, cemle, rokok daun, tembakau s dan
hasil pengolahan tembakau lainnya. dengan tidak mengindahkan
digunakan atau lidak bahan penggante atau bahan pembanty dalam
pembuatannya.

BAB 1

PE NERIMAAN HASIL CUKAI TE MBAKAL
Pasal 7

Penerimaan MNegara dan cukai hasl lembakau yang dbust d
Incdonesa dibagkan kepada Provinsi penghasil sebesar 2% {dua peTsen)

Alokast dana bagi hasit cukai hasil tembakau sebagaimana dimzksud
Padaayat(1} dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan Provinsi
penghasil tembakag
Alokas semerntara dana bag hasil cukal dan tembakau uruk Provinsi
DK Jakarta Tohun Anggaran 2010 addah sebesar Rp 1462 854075800
(satu miliar empat ratus enam pulsh dua juta delapan ratus lima pulub
empat rou tuph puluh delapan rypiahl,

BAB Il

ALOKASI DANA BAGH HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAL
Pasal 3

Pembagan dana bagi hasil cukai hasil tembakau & daerah
merupakan kewenangan (Gubernr,
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Penedmaan dana Dbag hasil cuka hasil tembakau unuk daerah
schagamana dmaksud pada ayat {1} merupakan pendapatan Daerah
dan distukasikan dafam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah lahun Anggaran 2010,

BAaS W
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIE TEFMBAKAL
Pasal 4

Penggunaan dana bagi hasd cukal hasil tembakau untuk Daerah
sebagamana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan unhik kegiatan -

. Peningkatan kualilas bahan baky,

. Pembinaan industri;

- Pembinaan lingkungan sosial;

. Sosiglisasi ketentuan o bidang cukai; dan/atau
. Pemberantasan barang kena cukal ilegal.

&S a0 oo

Kepala BPKD betanggung jawab melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat(1) sesuai dengan skala prioritas masing-masing,

Dalam me faksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala BPKD dapat berkoordinasi atau mengikutserlakan Satuan
Kerja Peranghal DaerahUnit Kerfa Perangkat Daerah (SKPDIUKPD).

BAB V

PELAPORAM

Pasal 5
K.Iepala BPKD melsporkan hes | pelaksanaan kegialan sebagamana
dimak s dalamn Pasal 4 ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretans
Daergh setiap & (enam) bulan sekall atau sewakiu-wakty sesuai
kKebuluhan.
Gubermnur selanjutnya membuat taporan alokasi penggunaan dana
atas  laporan hasi!  peleksanaan  kegiatan deh  Kepala BPKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seliap 6 (enam) bulan kepada
Menterr Keuangan dan Menten Dalam Negeri.
Laporar  kegialan disusun  dengan  menggunakan format  sosuai
ketenlw:n peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

P_enyampalan iaporan sebagamana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
dilaksanskan dengan kelenuan sebagai berikut -

a. Untik semester pertama sclombat-lambatnya langgal 10 Juli: dan

b Untux semester kedua selambat-lambatnya tanggal 0 Desember,



(2] Penyampaian laporn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayal {2)
dilaksanakan dengan ketentuan sebagal berkut -

4, Unluk somester ponama selambai-lambatnya tanggal 20 Juli; dan
b. Linluk semester kedua selambat-lambatnys langgal 20 Desember,
{3} Dalam hat tanggal 10 atau tangaal 20 sebagaimana dimaksug pafa
ayat{1] dan ayat (2} jatih pads han libur, batas akhir penyanp aian
lag »oran dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
BAB M
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ¥
Peraturan Gubernur ini mulsi berlaku pada langgdl diundangkan.
Agar  sefiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan

Peraturan  Gubermur ni dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Frovinsi Daerah Khusus lhukota Jakarta,

Nitetapkan d Jakarta
Pada tanggasl 7 Juli 2010

GUBERNUR PROVING! DAE RAH KHUSUS
BUKCTA JAKARTA,

Diundangkan d Jakart:
pada tangogal 8 Juti foto

SERRETARIS DAERAH PROVINGI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MUHAYA
NI Q50017

BERITA DAERAH PROVINSI DAE RAH KHUSUS IRUKOTA JAKARTA
TAHUN 7010 NOMOR :



